Menimbang

Mengingat

fﬂ!{ﬁrfﬁ' Befese

PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 1 Tamwm 2015

TENTANG

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

w

BUPATI BEKASI,

batwa sesua Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2} Peraturan
Pemerintah MNomor 68 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pembarian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, maka terhadap instansi pelaksana
pemungutan retribusi daerah diberikan Insentif yang diberikan
sebagai penghargaan atas kinenanya dalam melaksanakan
pemungutan retribusi daerah;

bahwa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah semula telah
ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bekasi MNomer &
Tahun 2014, namun pelaksanaannya perfdu  dilingau  dan
dizesuaikan kembali,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b di atas, maka penyssuaiannya tersabut
perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
MNegara (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004
Memor 5, Tambahan Lembaran MNegara Repubiik Indonesia
Momor 43557,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2009 Momor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5048}




4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momar 5587),

& Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2010
MNomor 119):

6. Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Padoman Pengelolsan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Neger Nomer 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7  Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor § Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor B);

&  Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor & Tahun 2011
Tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 7 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekas:
Momoer & Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah ( Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomoer 7).

o Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 3 Tahun 2013
tentang Retribusi Perpanjangan |zin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Warga MNegara Asing ( Lembaran Daerah Kabupaten

Bekasi Tahun 2013 Nomar 3 ),

10, Peraturan Dearah Kabupaten Bekasi Nomar 9 Tahun 2013
Tentang Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi di Kabupaten Bekasi | Lembaran Dasrah
Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor )

11 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor B Tahun 2014
. tentang Organisasi Perangkal Daerah Kabupaten Bekasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor B},

12 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2014 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Manatapkan - PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH.




BAE |
KETENTUAN UMLUIM

Pasai 1

Disiam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

=

Daerah adalah Kabupaten Bekasi.

Semenntah Dasrah adalah Bupati Bekasi dan Perangkat Daerah sebagal unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Bekasi

Pananggung jawab pengelola keuangan daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati yang
merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah

Koordinator pengelola keuangan daerah adalah Sekretaris Daerah yang merupakan
pejabat yang bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan dasrah,

Satuan Kena Perangkat Daerah pelaksana pemungutan retribuzi yang selanjutnya
dissbut SKPD pelaksana adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang
melaksanakan pamungutan retribusi daerah.

Insentd pemungutan retribusi daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan
penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam
melaksanakan pemungutan retribusi.

Fatribusi Daerah adalah pungutan Dasrah sebagal pembayaran atas jasa atau pemberian
zin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan cleh Pemerintabh Daerah untuk
kepentingan orang privadi atau Badan

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan
subjek pajak dan retribusi, penentuan besarmnya pajak atau retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau wajib Retribusi seria
pangawasan penyetorannya.

BARB I
PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Paszal 2

(1) Inzentif diberikan kepada SKPD pelaksana pemungutan retribusi.

i2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada :

a Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
b Pejabat dan pegawai pada SKPD pelaksana pemungut retribusi sesual dengan
tanggung jawab masing-masing



"

Pa=zal 3

SKPD pelaksana pemungut retribusi dibenkan insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada
swal triwulan berikutnya yang dihitung berdasarkan tahapan penernma tiap |enis Retibusi

yang telah disetor ke Kas Daerah.
Dialam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk trivulan tersebut

@bayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan

yang ditentukan.
Oalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran pensnmaan tidak tercapai, tidak

membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya,

Fasal 4

®inerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pencapaian rencana
sensrimaan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
dyabarkan secara triwulanan dengan ketentuan sebagai berikut:

Rencana penerimaan retribusi per triwulan ditetapkan sebagai berikut:

1. sampai dengan friwulan | 1 20%  (dua puluh perseratus)
2 =ampai dengan triwulan Il : 50% (lima puluh perseratus)
3. sampal dengan triwulan lll  : 85% ({delapan puluh lima perseratus)

4 sampal dengan triwulan IV 100% (seratus perseratus)

Apabila pada akhir triwulan | realisasi mencapai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih,
insentif diberikan pada triwulan |1

Apabila pada akhir triwulan | realisasi kurang dan 20% (dua puluh perseratus), insentif
tidak dibarikan pada awal triwulan |1

Apabila pada akhir triwulan Il realisasi mencapai 50% (lima pulub perseratus), insentif
diberikan untuk triwulan | yang belum dibayarkan pada triwulan 11

Apabila pada akhir triwulan |l realisasi kurang dari 50% (lima puluh perseratus), insentif

_untuk triwulan 1l belum dibayarkan pada awal triwulan I

Apabila pada akhir triwulan 1| realisasi kurang dari 85% (delapan puluh lima perseratus),
insentif tidak diberikan pada awal triwulan |V,

Apabila pada akhir triwulan Il realisasi mencapai 85% (delapan puluh lima perseratus)
atau lebih, insentif diberikan pada triwulan [\

Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih,
insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan:

Apabila pada akhir trivulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih
dari 85% (delapan puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan 11 dan triwulan
sebelumnya yang belum dibayarkan.




BAEBE TH
SUMBER INSENTIF
Fasal &

yes=rtif bersumber dari pendapatan retribusi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan
Daersh yang mengatur mengenai jenis dan besaran refribusi.

BaAB IV
BESARAM INSENTIF
Pasal &

1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) yang dihilung dan rencana
penarimaan retribusi daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah,

(2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan,

Pasal 7

Penenma pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan besarnya
gembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati,

BAB W
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

{1) Kepala SKPD pelaksana pemungut retribusi  menyusun  penganggaran  insentf
pemungutan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

—

(2} Penganggaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayst (1)
dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja
pegawai, obyek belanja insentif pemungutan retribusi sera rincian obyek belanja retribusi,

Faszal &

Partanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,



BAB VI
KETEMTUAN PERALIHAMN
Paszal 10

semberian insentif diberikan terhitung mulai bulan Januari 2015

BAB VI
KETENTUAMN PEMUTLUP
Pasal 11

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 6 Tahun 2014
tentang Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 2 Janmri 2015
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